VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil olah data diketahui bahwa sebaran umur terbanyak pada rentang 32-
37 tahun (27,1%). Luas lahan yang dimiliki oleh responden terbanyak pada
kisaran 2 ha (50%), dengan pendapatan responden pada rentang Rp.5.000.000,-
sd Rp 11.000.000,- (46,9%). Jumlah anggota keluarga terletak pada kisaran 3
sd 4 orang (54,2%). Jarak menuju jalan akses 5-6 km (37,5%) dan jarak
menuju jalan kampung pada jarak 8 km (37,5%). Masyarakat yang memilih
jenis tanaman kopi sebanyak 28,1% dari keseluruhan responden sisanya
menanam kayu-kayuan dan lainnya. Dari tingkat pendidikan yang ada 58,3%
perambah memiliki pendidikan SMP. Dapat dilihat juga bahwa responden
didominasi suku Jawa sebanyak 89,6%. Perambah yang memiliki usaha
sampingan hanya 21,9%, kepemilikan HP dan kendaraan hampir di miliki oleh
seluruh responden vyaitu 84,4% dan 90,6%. Hanya terdapat 36,5% responden
yang bertempat tinggal didalam kawasan hutan.

2. Dari hasil regresi didapatkan bahwa faktor demografi yang berpengaruh secara
nyata terhadap persepsi penerapan pengembangan HKm adalah umur (odd
rasio 1,07), pendapatan (odd rasio 1,09) dan tempat tinggal (odd rasio 6,94).
Dari faktor properti yang berpengaruh secara nyata adalah jenis tanaman (odd

rasio 0,32) dan kepemilikan HP (odd rasio 4,91).
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3. Persepsi masyarakat terhadap fungsi Register 39 Kabupaten Lampung Tengah
sebagai tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi) menempati porsi
terbesar yaitu 58,3%.

4. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung sebagian
besar belum mengetahui, hal ini dapat kita lihat dari tingginya ketidaktahuan
masyarakat akan Undang-Undang kehutanan (63,6%), namun Kkeinginan
masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan cukup tinggi
(86,5%) hal ini tak lepas dari upaya penyuluhan yang diberikan pemerintah
daerah (67,7%).

5. Persepsi masyarakat tentang hak dan kewajiban mayarakat dalam pengelolaan
HKm cukup tinggi, walaupun mereka tidak mengetahui peraturan yang
mengatur tentang hak dan kewajiban tersebut. Menurut persepsi masyarakat
bahwa menjaga kelestarian hutan sebagai perimbangan dari adanya hak dapat
menikmati hasil hutan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi.
Mereka merasa harus menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan
tempat mereka menggantungkan hidup.

6. Aktivitas (perilaku) masyarakat yang tidak boleh dilakukan dikawasan hutan
hampir semuanya pernah dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat
setempat dapat berfungsi sebagai pengawas namun juga bisa sebagai pelaku
perusak hutan. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa upaya
penerapan program HKm merupakan suatu solusi yang baik untuk mengurangi
perilaku negatif yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Penerapan
HKm dapat dijadikan sebagai media upaya penyelarasan antara persepsi

masyarakat tentang fungsi pokok hutan dan perilaku yang dilakukan.
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7. Fasilitasi kelembagaan HKm hendaknya berupaya pada penyediaan

kemudahan dalam memberdayakan  masyarakat setempat dengan cara
pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha,
bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta
pembinaan dan pengendalian.

. Bentuk-bentuk sistem silvikultur yang dapat dijalankan dalam rangka
pemanfaatan hutan lindung antara lain : Pemilihan jenis tanaman yang sesuai
dengan kondisi daerah tersebut dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan
manfaatnya, konservasi tanah dan air baik secara vegetatif maupun teknis,
pembagian blok-blok hutan lindung yang dibagi menjadi blok perlindungan

dan blok pemanfaatan.

. Saran

. Perlunya peninjauan kembali terkait aturan pemberian luas areal garapan dan
komposisi tanaman setelah dikeluarkannya izin HKm, karena dua hal diatas
merupakan point penting terkait suksesnya penerapan HKm.

. Dalam pelaksanaan penyuluhan ada baiknya menggunakan variabel-variabel
yang memiliki signifikan nyata pada penelitian ini dan berpengaruh positif
sehingga hasilnya lebih efektif.

. Perlunya dilakukan penggalian dan pengembangan kawasan hutan lindung
secara berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, stakeholders terkait, dan

pemerintah agar potensi dari hutan lindung dapat termanfaatkan dengan baik.



